GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 28
TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

bahwa dalam rangka peningkatan kepatuhan
pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara serta
adanya penambahan jumlah wajib lapor di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,
perlu adanya penyempurnaan pengaturan tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2102;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4 150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5661);



Menetapkan

-2-

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Sulawesi
Utara Tahun 2016 Nomor 47);

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 28 Tahun
2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara (Berita Daerah Sulawesi Utara Tahun 2017
Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
UTARA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
UTARA.

Pasal I
Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 ayat
(2) berbunyi sebagai berikut:
(2) Unit Pengelola LHKPN selanjutnya disebut UPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Koordinator UPL : 1. Sekretaris Daerah
Provinsi Sulawesi
Utara
2. Inspektur Daerah
Provinsi Sulawesi
Utara
b. Administrator Instansi dan Administrator Unit
Kerja ditetapkan melalui Surat Keputusan
Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara.



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini dengan
Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Utara.

Ditetapkan di Manado --
pada tanggal 28 Januari 2018

/f_’, GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado..

pada tanggal

28 Jamuari 2n19

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN/HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH/PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3



